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ABSTRAK

Penelitian ini membahas menganai kedudukan TNI dalam menggunakan hak
politiknya, terutama hak memilih dalam Pemilihan Umum. Dalam pasal 34 UUD
NRI 1945 menyebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas
menjaga ketertiban dan keamanan negara, alat negara merupakan suatu alat yang
ada diadakan dan dapat digunakan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Selain
sebagai alat negara, Anggota TNI juga merupakan Warga Negara Indonesia yang
memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara yang diatur dalam UUD. Salah
satu hak tersebut ialah hak politik. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adanya pembatasan mengenai hak politik
anggota TNI. Dimana Anggota TNI tidak dapat memilih maupun dipilih dalam
pemilihan umum.

Pembatasan terhadap hak politik bagi Anggota TNI tersebut, berhubungan
dengan kedudukannya sebagai alat negara. Dimana kedudukannya sebagai alat
negara yang merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan
negara, ia dituntut memiliki sikap netralitas untuk menjalankan fungsi dan
perannya. Pasal 10 UUD NRI 1945 menyebutkan pula bahwa Presiden memegang
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan
Udara. TNI pun memiliki sistem komando terpadu yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
Berdasakan kedudukan tersebut, pembatasan yang dilakukan terhadap Anggota
TNI bertujuan untuk menjaga fungsi dan peran TNI sebagai alat negara, maka dari
itu Anggota TNI tidak dapat menggunakan hak politiknya (dipilih maupun
memilih) dalam pemilu saat ini,

TNI merupakan alat pertahanan dan keamanan negara yang tugas utamanya
adalah menjaga keamana negara. Melihat dari kedudukannya tersebut adanya
beberapa pembatasan yang dilakukan oleh negara untuk tetap menjaga fungsi dan
tugas utama dari TNI. Pembatasan terhadap hak politik tersebut bukanlah
merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia, karena dalam pasal 28 J
menyebutkan negara dapat membatasi hak tertentu melalu Undang-Undang untuk
memenuhi keamanan dan ketertiban umum. Dengan adanya pembatasan tersebut,
Anggota TNI diharapkan dapat tetap menjunjung tinggi prinsip netralitasnya
dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai alat negara.

Kata Kunci : Hak Politik, Alat Negara, Tentara Nasional Indonesia
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BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai TNI

merupakan alat negara yang tugas utamanya menjaga pertahanan dan

keamanan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, TNI banyak

mengalami perubahan. Perubahan yang terlihat sangat drastis dimulai dari

istilah TNI itu sendiri, yang pernah bernama angkatan bersenjata, ABRI

dan TNI yang digunakan sampai saat ini. ABRI pada masa orde baru,

memiliki fraksi tersendiri dalam pemerintahan, dan adanya penunjukan

langsung oleh Presiden kepada Anggota ABRI untuk dapat duduk dalam

kursi pemerintahan. Kemudian, adanya perubahan tersebut meliputi:

pemisahan Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI dan

TNI dari ABRI penghapusan kekaryaan ABRI melalui pensiun atau alih

status; pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRDI/II. Selain kebijakan

pengurangan jumlah anggota Fraksi ABRI di DPR/DPRD yang

melibatkan proses negosiasi yang cukup ketat di DPR, kebijakan-

kebijakan lainnya terkait perubahan organisasi tampaknya dirumuskan dan

ditentukan oleh ABRI sendiri. ABRI memperkenalkan paket perubahan

dimaksud sebagai implementasi dari apa yang mereka sebut sebagai

“Paradigma Baru” ABRI.

Pengaturan tentang hak memilih TNI saat ini, pada dasarnya

dipengaruhi oleh perkembangan demokratisasi di Indonesia dan sejarah

hukum dari masing-masing lembaga tersebut.1 TNI merupakan bagian dari

masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan

1Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI , (Purwokerto :
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), hlm 51-52.
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tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan

keamanan Nasional.2 Hal tersebut tercantum jelas dalam Pasal 30 Ayat 3

Undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan :

”Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan Negara.”

Undang-undang Dasar 1945, memaparkan fungsi dan kedudukan dari

TNI, yaitu sebagai alat negara yang berfungsi untuk melindungi,

memelihara keutuhan dan mengayomi masyarakat. Hal tersebut juga

diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia yang mengatur secara khusus tugas dan peran dari TNI

tersebut. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menegaskan mengenai fungsi

dan tugas Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :Berdasarkan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional

Indonesia fungsi Tentara Nasional Indonesia yaitu :

(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;
a.penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman
bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
b.penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a; dan
c.pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu
akibat kekacauan keamanan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan
negara.

2 Faisal Farhan, Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer, (Bandung :
Universitas Pasundan Fakultas Hukum 2011), hlm.1.
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Sedangkan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2004 tentang Tentara nasional Indonesia fungsi Tentara Nasional

Indonesia yaitu :

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Dari hal tersebut, jelas bahwa TNI merupakan alat keamanan negara

yang bertugas menjaga kedaulatan negara dan menjaga ketertiban negara

Indonesia. Alat negara merupakan sesuatu yang dapat dipakai oleh dan

atas nama negara itu sendiri, untuk mencapai tujuan negara. Namun perlu

diingat pula bahwa sebagai alat negara, anggota TNI juga merupakan

warga negara. Dimana warga negara memiliki hak yang sama yang telah

diatur dan di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum

dalam dalam Pasal 27 ayat (2) - Pasal 31 ayat (1) dari Undang-Undang

dasar 1945. Salah satu hak tersebut adalah hak politik. Hak politik warga

negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih

secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai Pasal 27 ayat (1)

dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Hak memilih dan

hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya

dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu setiap warga

negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap Pemilihan

Umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi,

diskrimininasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat

menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan

dipilih dalam setiap proses Pemilihan Umum. Mengenai hak memilih

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa



4

setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan

mengeluarkan pendapat. Dalam pengaturan hak politik, salah satunya

adalah hak memilih diatur pula dalam undang-undang tentang pemilihan

umum yang mengatakan bahwa :

“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah
pernah kawin.”3

Hal tersebut berarti setiap orang yang telah mencapai usia 17 tahun

atau sudah dan/atau pernah kawin, memiliki hak memilih dalam pemilihan

umum. Menurut KBBI hak memilih adalah kekuasaan untuk berbuat

sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan

sebagainya).4 Namun di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa :

“Prajurit dilarang terlibat dalam:
1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan
umum dan jabatan politis lainnya.”5

Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum dalam Pasal 200 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan

haknya untuk memilih”.6

Hal-hal tersebutlah yang menjadi latar belakang dari Anggota TNI

sehingga tidak menggunakan hak memiihnya dalam pemilu.

3 Pasal 1 ayat 34 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/hak diakses pada 8 september 2018 pukul 08.07
5 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
6 Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

https://kbbi.web.id/hak
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1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan TNI sebagai alat negara menurut Undang

Undang Dasar 1945 setelah amandemen?

2. Bagaimana hak politik anggota TNI sebagai alat negara dalam

pemilihan umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah

amandemen?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai apa yang telah dipaparkan mengenai latar belakang serta

rumusan masalah di atas, memiliki tujuan hendak diperoleh dari

penulisan ini adalah sebagai berikut :

Menawarkan konsep terkait hak politik TNI sebagai alat negara

menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dalam

pemilu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang telah dipaparkan oleh Penulis, terdapat manfaat yang

hendak dicapai dari penulisan ini baik manfaat teoritis maupun

praktis adalah sebagai berikut :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Membuat konsep mengenai kedudukan serta hak politik TNI sebagai

alat negara dalam pemilihan umum.
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1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan bagi peneliti maupun bagi pihak-pihak lain yang membaca

penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Penelitian akan dilakukan menggunakan metode yuridis normatif7

juga penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

atau norma-norma dalam hukum positif.8 Dalam penelitian yuridis

normatif dilakukan pendekatan statute approach, yaitu dengan menelaah

setiap undang- undang atau aturan yang terkait dengan masalah hukum

tersebut.9 Yuridis Normatif, merupakan pendekatan yang menggunakan

konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau

pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu

sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari

kehidupan masyarakat yang nyata.10

Penelitan normatif tersebut akan dilakukan dengan penelitian

inventaris hukum dimana akan ditemukan apa saja hukum yang akan

7 Yuridis Normatir menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu menjawab suatu masalah hukum
menggunakan aturan, prinsip atupun doktrin hukum yang telah ada. 2010, Penelitian Hukum,Jakarta:
Kencana, hlm 35
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing,
2006), hlm. 295.
9 Ibid hlm 93
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,(Jakarta : Ghalia Indonesia,
1988), hlm. 13-14.



7

dipergunakan dalam penelitian ini. Selain metode yuridis normatif,

penelitian juga akan dilakukan secara historis, dengan menelaah sejarah

dari pembentukan TNI di Indonesia dimulai dari masa orde lama sampai

reformasi. Kemudian menelaah pula sejarah dari adanya larangan memilih

bagi anggota TNI dalam pemilu, yang dilihat dari naskah akademik dan

risalah sidang. Pada penelitian ini akan dilakukan pula pendekatan secara

filosofis, dimana pendekatan filosofis adalah suatu upaya untuk

memahami sesuatu yang dalam hal ini adalah hak politk anggota TNI

sebagai alat negara dalam pemilu secara mendalam, sistemik, radikal dan

universal dalam rangka mencari jawaban dari rumusan masalah ada.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam peneltian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka

yang akan dipergunakan, yaitu :

1.4.3 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan pertauran perudang-undangan yang

berlaku dalam masyarakat dan bersifat mengikat. Adapun Peraturan

Perundang-undangan yang akan digunakan yaitu Undang-Undang Dasar

1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Undang-undang Nomor 16 Tahun

1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Presiden, Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden, serta peraturan-

perundang-undangan lain yang relevan.

1.4.4 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah

data secara kepustakaan yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal,

doktirn, surat kabar, artikel, makalah yang erat kaitannya dengan TNI

sebagai alat negara dan hak politik dalam pemihan umum.

1.4.5 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam peneltian ini adalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini maka akan dibagi ke dalam lima (5) bab yang

masing-masing terdiri sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan hal-hal yang menjadi latar belakang

dilakukannya penelitian ini, memberikan gambaran tentang TNI sebagai

alat negara dan anggota TNI sebagai warga negara Indonesia yang dalam

undang-undang diatur untuk tidak dapat menggunakan hak memilihnya

dalam pemilu. Pada bagian ini akan ditunjukkan masalah hukum yang

akan dijawab dan dianalisa dalam penelitian ini. Selanjutnya, akan
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dipaparkan terkait dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan

manfaat penelitian. Selain itu, juga terdapat metode penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian serta

akan dicantumkan juga sistematika penulisan secara menyeluruh.

BAB II – TINJAUAN TEORI MENGENAI ALAT NEGARA,

PEMILIHAN UMUM , SERTA HAK POLITIK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjuan teori mengenai alat

negara, yang dalam hal ini yaitu TNI sebagai alat negara, hak politik, serta

pemilihan umum.. Kemudian tinjauan tersebut akan dihubungkan menjadi

satu kesatuan.

BAB III – HAK POLITIK TENTARA NASIONAL INDONESIA

DIKAITKAN DENGAN PEMILIHAN UMUM

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peraturan tentang hak politik dari

anggota TNI dalam pemilu. Serta melihat perkembangan peraturan hak

politik dari anggota TNI dari masa ke masa.

BAB IV - ANALISIS KEDUDUKAN TENTARA NASINONAL

INDONESIA DALAM MENGGUNAKAN HAK POLITIK PADA

PEMILIHAN UMUM

Pada bab ini akan dijawab setiap rumusan permasalahan dalam penelitian

ini. Dengan menganalisa setiap rumusan masalah yang dikaitkan dengan

kajian-kajian yurisdis normatif yang ada.
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BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan serta pandangan terhadap

penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan hukum yang

terdapat di penelitian ini. Kemudian, akan memaparkan saran yang

ditunjukkan kepada akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan.
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